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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Data Penelitian 

Sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh UPT Terminal Kupang 

dan Dinas perhubungan Kota Kupang/ belum menerapkan Sistem Akuntansi 

Pemerintah (SAP). Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP).  

Sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh UPT Terminal Kupang 

dan Dinas perhubungan Kota Kupang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.1 

 

Setelah dilakukan pungutan retribusi oleh JFU (Jabatan Fungsional Umum) 

pada terminal Kota Kupang, JFU menyetorkan hasil pemungatan ke Bendahara 
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Penerimaan UPT Terminal Kupang, selanjutnya bendahara penerima menyetorkan 

ke Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai PAD. Langkah selanjutnya 

bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kota Kupang menerima PAD dari 

bendahara UPT Terminal Kupang, selanjutnya dilakukan pencatatan secara manual 

yaitu belum menerapkan sistem pencatatan akuntansi sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP). 

Tabel 5.2 

Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota 

Kupang 

Ayat 

Penerimaan 
Jenis Penerimaan 

Target 

Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

Prosentase 

(%) 

s/d 

bulan 

lalu 

(Rp) 

Bulan ini 

(Rp) 

s/d bulan 

ini (Rp) 

4.1.2.02.04 

 

4.1.2.01.09 

 

4.1.2.03.04 

 

4.1.2.02.05 

 

4.1.2.01.08 

 

4.1.2. . . 

Retribusi jasa usaha terminal 

 

Retribusi pengujian kendaraan 

 

Retribusi ijin trayek (izidentil) 

 

Retribusi parkir khusus 

 

Retribusi parkir tepi jalan umum 

Penerimaan lain – lain  

     

Jumlah       

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018 
 

 

     

Kepala Dinas Perhubungan 

Kota Kupang 

Bendahara Penerima / Penyetor 

Dishub Kota Kupang 

 

 

 

 

UPT Terminal Kupang melayani pungutan retribusi dari ankot line 2 dan 

line 17, dengan jumlah angkot pada line 2  sebanyak 76 angkot, yang aktif 

berjumlah 54 angkot dan kurang aktif berjumlah 22 angkot, sedangkan ankot 

pada line 17 berjumlah 34 angkot, yang aktif berjumlah 26 angkot dan kurang 

aktif berjumlah 8 angkot. Berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 17 tahun 

2011 untuk tarif retribusi terminal mobil angkutan umum sebesar Rp. 

5.000/hari.  
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5.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2014 - 2016 

Penentuan target retribusi di terminal Kupang diperoleh dari jumlah angkot 

yang aktif beroperasi sebanyak 80 angkot dikali tarif retribusi yang ditetapkan 

sebesar Rp. 5.000/angkot/hari (PERDA Kota Kupang No. 17 Tahun 2011) 

dikali jumlah hari dalam setahun. 

1. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun 

2014: 

80 angkot x Rp. 5.000/angkot/hari x 365 hari = Rp. 146.000.000 

Realisasi penerimaan pada tahun 2014:Rp. 108.520.000 

selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. 37.480.000 

persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016: 

= 
              

              
 x 100% 

= 74% 

2. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun 

2015. 

80 angkot x Rp. 5.000/angkot/hari x 365 hari = Rp. 146.000.000 

Realisasi penerimaan pada tahun 2014:  Rp. 121.685.000 

selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. 24.315.000 

persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016: 

= 
              

              
 x 100% 

= 83% 

3. Menghitung target dan persentasi selisih target dan realisasi pada tahun 

2016: 

80 angkot x Rp. 5.000/angkot/hari x 366 hari = Rp. 146.400.000 

Realisasi penerimaan pada tahun 2014:  Rp. 102.700.000 

selisih target dan realisasi pada tahun 2014: Rp. 43.700.000 

persentasiselisih target dan realisasi pada tahun 2016: 

= 
              

              
 x 100% 

= 70% 
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Tabel 5.3 

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Tahun 2014 – 2016 

 

Tahun Anggaran 

Retribusi Terminal 

Selisih 

(Rp) 

Presentase 

(%) 
Target 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

2014 
146.000.000 108.520.000 

37.480.000 74 

2015 
146.000.000 121.685.000 

24.315.000 83 

2016 
146.400.000 102.700.000 

43.700.000 70 

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018 

Berdasarkan tabel  5.3  diatas, Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas 

Perhubungan Kota Kupang dari tahun anggaran 2014 sampai 2016 realisasi 

retribusi terminal belum mencapai target. Dilihat dari tabel Target dan Realisasi 

Penerimaan Retribusi Terminal Kupang pada tahun 2014 presentase penerimaan 

retribusi hanya mencapai 74 % yang dikategorikan Tidak Efektif, pada tahun 2015 

presentase penerimaan retribusi hanya mencapai 83 % yang dikategorikan Cukup 

Efektif sedangkan pada tahun 2016 presentase penerimaan retribusi hanya 

mencapai 70 % yang dikategorikan Tidak Efektif.  

 

5.3 Analisis dan Pembahasan  

 

UPT Terminal Kupang melayani pungutan retribusi dari ankot line 2 dan line 

17, dengan jumlah angkot pada line 2  sebanyak 76 angkot, yang aktif berjumlah 54 

angkot dan kurang aktif berjumlah 22 angkot, sedangkan ankot pada line 17 

berjumlah 34 angkot, yang aktif berjumlah 26 angkot dan kurang aktif berjumlah 8 
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angkot. Berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 17 tahun 2011 untuk tarif retribusi 

terminal mobil angkutan umum sebesar Rp. 5.000/hari.  

Gambar 5.1 

Presentase Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota 

Kupang 

 

Penyebab tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor yakni, 

adanya tanggal merah atau hari libur dimana angkot tidak beroperai dan terdapat 

beberapa angkot yang mengalami kerusakan atau penyusutan kendaraansehingga 

angkot tidak beroperasi. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Dalam penerapan SAP ada 2 (Dua) basis yang harus digunakan suatu organisasi 

pemerintah maupun swasta yaitu berbasis Akrual dan berbasis Kas. Berbasis akrual 

adalah teknik pencatatan akuntansi dimana pencatatan dilakukan ketika terjadinya 

transaksi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan seperti untuk pengakuan 

aset, kewajiban dan ekuitas dana, Sedangkan berbasis Kas adalah teknik pencatatan 

74 

83 
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60 

65 
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akuntansi dimana pencatatan hanya dilakukan ketika kas diterima dan dikeluarkan 

seperti untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan (UU No.71 

tahun 2010). 

Sebagai instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Kupang wajib 

menerapkan sistem pencatatan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang 

terdiri dari 7 komponen antara lain: 

A. Laporan realisasi anggaran 

B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 

C. Neraca 

D. Laporan operasional 

E. Laporan arus kas 

F. Laporan perubahan ekuitas 

G. Catatan atas laporan keuangan 

 

A. Laporan Realisasi Anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran 

dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para 

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 

anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut: 
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1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 

2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna 

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas  

penggunaan anggaran. 

Format Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis SAP seharusnya diterapkan 

juga oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang, sehingga Informasi mengenai 

realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas  penggunaan anggaran. 

Format Laporan Realisasi penerimaan daerah pada Dinas Perhubungan Kota 

Kupang seperti pada tabel 5.5 sebagai berikut: 

Tabel 5.4 

Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota 

Kupang 

Ayat 

Penerimaan 
Jenis Penerimaan 

Target 

Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

Prosentase 

(%) 

s/d 

bulan 

lalu 

(Rp) 

Bulan ini 

(Rp) 

s/d bulan 

ini (Rp) 

4.1.2.02.04 

 

4.1.2.01.09 

 

4.1.2.03.04 

 

4.1.2.02.05 

 

4.1.2.01.08 

 

4.1.2. . . 

Retribusi jasa usaha terminal 

 

Retribusi pengujian kendaraan 

 

Retribusi ijin trayek (izidentil) 

 

Retribusi parkir khusus 

 

Retribusi parkir tepi jalan umum 

Penerimaan lain – lain  

     

Jumlah       

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018 
 

     

Berdasarkan tabel 5.5 tersebut diatas menunjukan bahwa Laporan Realisasi 

Penerimaan Daerah Dinas Perhubungan Kota Kupang belum menerapkan format 

laporan realisasi anggaran  berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Seharusnya dinas 

perhubungan kota menerapkan laporan realisasi penerimaan sesuai format pada tabel 

5.6 sebagai berikut: 
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TABEL 5.5 
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Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

 

 

B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos 

berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan 

saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. 

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. 
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C. Laporan operasional. 

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-

LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang 

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi 

pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas 

pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan 

Operasional menyediakan informasi sebagai berikut: 

Mengenai  besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk 

menjalankan pelayanan; 

Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan 

kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; 

Dinas perhubungan kota kupang tidak membuat Laporan Operasional yang 

berbasis SAP, seharusnya laporan operasioanal diwajibkan untuk mencatat 

retribusi yang diakui sebagai pendapatan daerah. 

Seharusnya dinas perhubungan kota menerapkan Laporan Operasioanal sesuai 

format pada tabel 5.7 sebagai berikut: 
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Tabel 5.6 

 
Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

 

D. Laporan perubahan ekuitas. 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang–kurangnyapos–posEkuitas 

awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode 

bersangkutan dan koreksi–koreksiyang langsung menambah atau mengurangi 

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh 

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 
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1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – 

periodesebelumnya; 

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

Laporan Peubahan Ekuitas yang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh 

Dinas Perhubungan Kota Kupang, karena Laporan Perubahan Ekuitas berguna 

untuk Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – 

periodesebelumnya. 

Berikut ini format Laporan Perubahan Ekuitas berdasarkan PP No. 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP): 

Tabel 5.7 

 
Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

 

E. Neraca. 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas  pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas 

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta 

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang. 

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam 

menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara 

aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi  
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mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya 

(aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset 

nonlancar). 

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca 

menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset 

dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima 

atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan 

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih 

dari 12 (dua belas) bulan. 

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) 

investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) 

investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) 

kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas. 

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode 

sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain 

dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar 

posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP. 

Neracayang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan 

Kota Kupang,karenaDalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya 

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya 

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam 

menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara 
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aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi  

mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya 

(aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset 

nonlancar). 

Berikut ini format Neraca berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) : 

Tabel 5.8 
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Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 
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F. Laporan arus kas. 

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap 

periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan 

keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan 

laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan 

umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah 

dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Laporan arus kas yang 

berbasis SAP seharusnya diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan Kota 

Kupang,karena memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 

perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan. 

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan 

datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang 

telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat 

pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode 

pelaporan. 
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Tabel 5.9 

 

 



49 

 

 
Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

 

G. Catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuanganyang berbasis SAP seharusnya diterapkan juga 

oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang,karena secara umum, struktur CaLK 

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – 

kebijakanakuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi – 

transaksidan kejadian-kejadian penting lainnya; 

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan 

keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Neraca. .  

Efektivitas sistem pencatatan akuntansi tidak bisa diukur karena dinas 

perhubungan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


